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Abstrak
Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan kompleks, dengan dampak yang mendalam bagi individu dan masyarakat. Selain kondisi masyarakat yang belum adaptif terhadap perkembangan kejahatan seksual, pelaku kejahatan juga mengalami perkembangan yang signifikan. Perkembangan kejahatan dewasa ini, pelakunya tidak hanya dilakukan oleh manusia tetapi juga perusahaan atau korporasi. Namun dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak memberikan kriteria yang jelas tentang pengaturan pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana kekerasan seksual. Penelitian ini merumuskan masalah, yakni: 1. Bagaimana pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana kekerasan seksual di lingkungan kerja ? dan 2. Bagaimana pemidanaan model double track system bagi korporasi dalam tindak pidana kekerasan seksual Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 ?. Jenis Penelitian ini adalah penelitian normative yang menggunakan Pendekatan Perundang-undangan dan Pendekatan Konseptual serta menggunakan sumber kepustakaan sebagai data skunder pada proses penelitian. 
Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa korporasi telah diatur sebagai subjek hukum dan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana kekerasan seksual, sepanjang korporasi memenuhi unsur delik dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 yaitu Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana dan tidak melakukan langkah-langkah untuk mencegah terjadinya kejahatan yang lebih besar. Kemudian terhadap korporasi Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 telah menganut pemidanaan model Double track system, sehingga dapat diterapkan sanksi pidana dan sanksi tambahan. Sehingga kesimpulannya korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana dan dapat diberikan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2022.
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Abstract
Sexual violence is a serious and complex form of human rights violation, with profound impacts on individuals and society. Apart from the condition of society which has not yet adapted to the development of sexual crimes, criminals have also experienced significant developments. In the development of crime today, the perpetrators are not only committed by humans but also by companies or corporations. However, Law Number 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence does not provide clear criteria regarding the regulation of corporate responsibility for crimes of sexual violence. This research formulates the problem, namely: 1. How is corporate criminal liability regulated for criminal acts of sexual violence in the work environment? and 2. What is the double track system model of punishment for corporations in criminal acts of sexual violence based on Law Number 12 of 2022? This type of research is normative research that uses a statutory approach and a conceptual approach and uses library sources as secondary data in the research process. 
The results of this research show that corporations have been regulated as legal subjects and can be charged with criminal liability for sexual violence, as long as the corporation fulfills the elements of offense in Supreme Court Regulation Number 13 of 2016, namely that the corporation allows criminal acts to occur and does not take steps to prevent the crime from occurring. bigger. Then, for corporations, Law Number 12 of 2022 has adopted a double track system model of punishment, so that criminal sanctions and additional sanctions can be applied. So the conclusion is that corporations can be burdened with criminal liability and can be given criminal sanctions in accordance with the provisions of Law Number 12 of 2022.
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Pendahuluan
Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan kompleks, dengan dampak yang mendalam bagi individu dan masyarakat. Meskipun isu ini telah mendapatkan perhatian global, kekerasan seksual tetap menjadi masalah yang meluas dan sering kali tidak terlihat, dengan dampak yang merugikan pada kesehatan mental, fisik, dan sosial korban. Secara global, data menunjukkan bahwa kekerasan seksual adalah masalah yang signifikan. Menurut laporan dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), sekitar 1 dari 3 wanita di seluruh dunia mengalami kekerasan seksual atau fisik selama hidup mereka. Fenomena ini tidak hanya terjadi di negara-negara berkembang tetapi juga di negara-negara maju, menggambarkan bahwa kekerasan seksual adalah isu universal yang melintasi batasan budaya, ekonomi, dan geografi (Utomo & Arifin, 2024). 
Fenomena yang terjadi di Indonesia, kekerasan seksual menjadi salah satu isu krusial yang memerlukan perhatian mendalam. Meski telah ada berbagai upaya untuk menangani masalah ini, termasuk penetapan undang-undang dan kebijakan, masih banyak tantangan yang harus diatasi. Data dari Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menunjukkan bahwa laporan kasus kekerasan seksual terus meningkat setiap tahunnya (Fevernova & Firmansyah, 2023).
Ketentuan tindak pidana kejahatan seksual sudah tertuang jelas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.  Aturan hukum tentang tindak pidana kekerasan seksual ini menjadi dasar untuk memberikan pertanggungjawaban pidana atau sanksi pidana. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku kejahatan. Pertanggungjawaban pidana, dalam bahasa belanda Teorekenbaardheid atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah criminal responsibility atau criminal liability, yang mengarah pada pemidanaan terhadap pelaku dengan tujuan untuk menentukan apakah seorang dapat dibebani pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana yang telah dilakukan (Dan & Pemidanaan, 2005).
Perkembangan kejahatan dewasa ini, pelakunya tidak hanya dilakukan oleh manusia tetapi juga perusahaan atau korporasi. Secara sederhana korporasi adalah suatu unit atau sekelompok orang yang mengelola usaha tertentu. Ilmuwan hukum Satjipto Rahardjo, menjelaskan korporasi adalah badan hasil ciptaan hukum. Badan yang tercipta tersebut terdiri dari "corpus", yaitu struktur fisiknya memasukkan unsur  "animus" yang membuat badan itu mempunyai kepribadian. Karena badan hukum         itu mempunyai kepribadian (Reza Saputra, 2024). Karena badan hukum itu merupakan ciptaan hukum maka kecuali kematiannya, penciptaannya pun juga ditentukan oleh hukum. Korporasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata cara penanganan perkara tindak pidana oleh korporasi pada pasal 1 ayat (1) adalah “Sekumpulan orang/kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun non badan hukum”. 
Kedudukan korporasi sebagai subjek hukum dalam Undang Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini, menjadi landasan yuridis bahwa korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana. Dengan kata lain bahwa dengan dijadikannya korporasi sebagai subjek hukum pidana tentunya membawa implikasi bahwa terhadap korporasi juga dapat dinyatakan bersalah. Namun seperti yang kita ketahui, bahwa tindak pidana kekerasan seksual cenderung bersifat personal dan bergantung pada kondisi psikologi dan kejiwaan seseorang. Pada sisi yang lain dalam hukum pidana seseorang atau badan hukum, dapat dijatuhi sanksi pidana harus memenuhi dua unsur, yaitu melakukan tindak pidana (actus reus) dan terdapat kesalahan atau culpabilitas atau niat jahat (mens rea) (Aini, 2023). Kemudian unsur kesalahan ini dirumuskan secara konseptual pada dua bagian yaitu, sengaja (dolus) dan lalai (culpa) atau dalam pembahasan hukum pidana ini dikenal juga dengan asas “tiada pidana tanpa kesalahan” atau dalam bahasa laitinnya “geen straaf zonder schuld, nulla poena sine culpa, actus non facit reum, nisi mens sit rea” (Mallarangeng & Ali, 2023)
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 18 ayat (1) menyebutkan bahwa “Korporasi yang melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). Kemudian pada ayat (2) dinyatakan “Dalam hal Tindak Pidana Kekerasan Seksual dilakukan oleh Korporasi, pidana dapat dijatuhkan kepada pengurus, pemberi perintah, pemegang kendali, pemilik manfaat Korporasi, dan/ atau Korporasi”. Pengaturan tentang pertanggungjawaban pidana dan sanksi terhadap korporasi menjadi dasar bahwa korporasi dapat melakukan kejahatan sekual. Namun Undang-undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini tidak memberikan koridor atau tolak ukur hukum yang jelas tentang situasi, tindakan atau kesalahan korporasi yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana kekerasan seksual sehingga penelitian ini memberikan batasan spesifik kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kerja dalam suatu korporasi. 
Korporasi sebagai suatu entitas badan hukum (bukan pribadi) inilah yang menyulitkan para penegak hukum untuk mengukur kesalahan atau culpabilitas pada korporasi. Apalagi dalam konteks tindak pidana kekerasan seksual, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak mengatur secara detail tentang pengaturan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi. Hal inilah yang membuat sulit memberikan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi. Sehingga perlu dilakukan kajian mendalam tentang situasi dan faktor yang menjadi dasar pembebanan pertanggungjawaban korporasi.
Kekerasan seksual merupakan kejahatan yang sangat menghina martabat manusia, Selain itu, kekerasan seksual sering kali disertai dengan dampak jangka panjang yang merugikan, seperti gangguan kesehatan mental, trauma psikologis, dan dampak sosial yang luas (Dwi, 2024). Korban kekerasan seksual sering kali menghadapi kesulitan dalam mendapatkan dukungan yang memadai dan mengalami kesulitan dalam proses pemulihan mereka. Penanganan kasus kekerasan seksual juga dihadapkan pada berbagai tantangan, mulai dari kurangnya sistem dukungan yang memadai hingga isu-isu dalam penegakan hukum. 
[bookmark: _Hlk136606429]Selain korporasi bukan manusia yang memiliki moralitas dan akal, kejahatan korporasi cenderung sangat kompleks. Karena itu penyelesaian perkara pidana korporasi tidak boleh hanya menerapkan sanksi pidana secara utuh, tetapi juga di imbangi dengan sanksi tindakan sebagai bentuk pendidikan moral terhadap korporasi agar tidak mengulangi kejahatan dan dapat membawa dampak positif bagi masyarakat. Karena itu penulis menggunakan konsep pemidanaan sistem dua jalur (Double Track System) sebagai konsep penerapan sanksi yang efektif dalam pertanggungjawaban pidana korporasi (Budiarta, 2024).
Secara sederhana Double Track System adalah penerapan sanksi dengan dua jalur yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Double Track System tidak sepenuhnya menggunakan satu diantara dua jenis sanksi itu, tetapi sistem dua jalur ini menempatkan dua jenis sanksi tersebut dalam kedudukan yang setara (Rahmadhani, 2023). Kerangka konseptual ini lahir sebagai respon atas teori retributif yang dianggap tidak relevan dengan paradigma hukum modern dan Hak Asasi Manusia. 
Secara filosofis ide dasar dari kemunculan Double Track System ialah menginginkan kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan (Rohman, 2023). Kesetaraan tersebut diharapkan mampu mencapai tujuan dari hukum yang sedang dibangun. Artinya hukum pidana tidak hanya dijadikan alat untuk memberikan penjeraan terhadap pelaku kejahatan namun juga untuk memberikan edukasi dan pembinaan agar pelaku kejahatan dapat kembali terintegrasi dengan lingkungan sosial yang ada. Sehingga tujuan hukum pidana dalam membangun ketertiban, keamanan dan perlindungan terhadap kepentingan individu serta negara dapat terealisasikan. Karena itulah penelitian ini bertujuan mengkaji pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dan pemidanaan model Double Track System bagi korporasi dalam tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kerja.
Berdasarkan dari uraian pembahasan yang telah dijelaskan di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :
1. Bagaimana pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana kekerasan seksual di lingkungan kerja ?
2. Bagaimana implementasi sistem sanksi dua jalur (double track system) bagi korporasi dalam tindak pidana kekerasan seksual Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 ?
Metode Penelitian
Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (normative legal research), yakni penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif di lakukan untuk mencari pemecahan masalah atas isu hukum (legal issue) yang ada (Suyanto, 2010). Penelitian hukum normatif hanya meneliti norma hukum yang ada, tanpa melihat praktiknya secara nyata (law in action). Dalam penelitian ini penulis menggunakan 2 (dua) metode pendekatan, yaitu, pendekatan perundang-undangan (statute appoach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang di tangani (M. Fajar & Acmad, 2023). Sedangkan Pendekatan konseptual (conseptual approach) yaitu menelaah konsep pemikiran yang berkembang didalam doktrin-doktrin disiplin ilmu hukum teliti (N. D. Fajar, 2010). Kemudian dalam memecahkan isu hukum dalam penelitian ini menggunakan analsisis dan pengumpulan bahan hukum dengan metode riset kepustakaan dengan meneliti sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Dari bahan hukum tersebut kemudian di analisis dan ditarik kesimpulan untuk menjawab isu hukum dalam penelitian ini.
Pembahasan 
[bookmark: _Toc180886348]A. Pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana kekerasan seksual di lingkungan kerja 
[bookmark: _Toc180886349]1. Korporasi Sebagai Subjek Hukum di Indonesia
Perkembangan zaman berada didalam situasi, dimana kejahatan tidak lagi hanya dilakukan manusia saja tetapi juga dilakukan oleh korporasi. Situasi semacam ini membuat kondisi sosial masyarakat semakin kompleks. Karena paradigma masyarakat tentang kejahatan harus berubah dari pandangan yang bersifat konservatif menuju pandangan yang bersifat modern. Pandangan modern ini harus dicerna oleh para penegak hukum, agar hukum terus mengikuti dinamika sosial yang terjadi. Dengan kata lain, kajian hukum pidana harus terus adaptif terhadap dinamika sosial yang terjadi. 
Dalam hukum dikenal pengertian subjek hukum yang dalam istilah Belanda meliputi “Persoon” dan “Rechtpersoon”. “Persoon” adalah manusia atau orang yang memiliki kewenangan untuk bertindak secara hukum, khususnya hukum perdata. “Rechtpersoon” ialah badan hukum yang diberi kewenangan oleh Undang-undang untuk dapat bertindak sebagaimana orang yang masuk dalam golongan “persoon” (Rodliyah et al., 2020). Di Indonesia, badan hukum dapat berupa: Perum, Persero, Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi, serta Maskapai. Di antara organisasi-organisasi tersebut, Perseroan Terbatas (PT) adalah yang paling populer dan yang paling banyak digunakan sebagai alat oleh para pengusaha untuk melakukan kegiatan di bidang ekonomi. 
Menurut David J. Rachman dalam bukunya “Business Today 6’th Edition”, secara umum korporasi memiliki beberapa ciri penting, yaitu: 
a. merupakan subjek hukum buatan yang memiliki kedudukan hukum khusus; 
b. memiliki jangka waktu hidup yang tak terbatas; 
c. memperoleh kekuasaan (dari negara) untuk melakukan kegiatan bisnis tertentu; 
d. dimiliki oleh pemegang saham; 
e. tanggung jawab pemegang saham terhadap kerugian korporasi biasanya sebatas saham yang dimilikinya (Surya et al., 2024).
Secara umum pengakuan terhadap kedudukan korporasi sebagai subjek tindak pidana telah diakui dalam hukum positif, mengingat korporasi sebelumnya hanya diatur dalam Undang-undang yang bersifat khusus (lex specialis) yang secara eksplisit mengatur tentang pertanggungjawaban pidana korporasi. Seperti “Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan Undang-undang lain yang mengatur tentang korporasi sebagai subjek hukum. 
Selain itu sudah ada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi. Dalam pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa: “Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi,baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”. Selain itu sudah ada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Dalam pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa: “Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”. Uraian tentang pengaturan korporasi sebagai subjek hukum memberi ruang bahwa korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana.
2. [bookmark: _Toc180886350]Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi
Seperti yang sudah di jelaskan diatas, karena korporasi telah diakui sebagai subjek hukum tindak pidana, maka korporasi dapat dikenai pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana memegang peranan yang sangat penting dalam proses penegakan hukum terhadap korporasi. Kajian akademis tentang pemidanaan korporasi termasuk baru dalam kajian hukum pidana. Untuk mengetahui konsep pemidanaan korporasi, harus kita ketahui lebih dahulu apa saja doktrin atau ajaran yang menjadi landasan dalam menerapkan pertanggungjawaban korporasi. Berikut adalah beberapa doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi:
a. Ajaran pertanggungjawaban mutlak (Doctrine of strict liability)
		Ajaran pertanggungjawaban mutlak (Doctrine of strict liability) menjelaskan bahwa peranggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada pelaku kejahatan tanpa harus terdapat unsur kesalahan (kesengajaan atau kelalaian) yang dibuktikan. Doktrin pertanggungjawaban pidana mutlak ini memiliki pengecualian terhadap asas hukum pidana yang mengatakan “actus nonfacit reus, nisi mens sit rea” atau tiada pidana tanpa kesalahan. dapat kita amati perkembangan hukum di era modern ini diperkenalkan pula beberapa tindak pidana yang dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana, walaupun tidak mensyaratkan unsur kesalahan atau mens rea. Jika terbukti bahwa pelaku melakukan tindak pidana atau actus reus, baik berupa ketentuan yang dilarang oleh aturan pidana maupun yang diwajibkan oleh aturan pidana (Andriansah, 2017).
b. Ajaran pertanggungjawaban pengganti (Doctrin of vicarius liability)
		Selanjutnya ada Ajaran pertanggungjawaban vikarius (Doctrin of vicarius liability) sebagai dasar untuk pembenaran dalam menerapkan pertanggungjawaban korporasi (Angkasa, n.d. 2021). Secara sederhana pertanggungjawaban vikarius adalah pembebanan pertanggungjawaban pidana dari tindak yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain. Sebetulnya ajaran ini diambil dari hukum perdata yang kemudian diadopsi dalam hukum pidana. Dalam hukum perdata, seseorang atau korporasi pemberi kerja (employer) bertanggung jawab untuk kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pegawai korporasi sepanjang perbuatan tersebut dilakukan dalam rangka pekerjaannya.
c. Ajaran identifikasi (Doctrine of identification)
Ajaran ketiga tentang pertanggungjawaban pidana korporasi adalah ajaran identifikasi (Doctrine of identification). Secara mendasar ajaran ini bertumpu pada asas hukum korporasi yang menentukan bahwa pengurus adalah organ korporasi, kalbu pengurus adalah kalbu korporasi jasmani pengurus adalah jasmani korporasi (Tanjung, 2019). Tetapi asas tersebut baru dapat diberlakukan apabila:
a. Pengurus dalam melakukan tindakannya, tidak keluar dari maksud dan tujuan korporasi sebagaimana telah diatur dalam anggaran dasarnya.
b. Perbuatan yang dilakukan oleh pengurus atau dalam batas-batas kewenangan pengurus sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasarnya (Syahrir et al., 2022).
d. Ajaran delegasi (Doctrine of delegation)
		Ajaran keempat adalah ajaran delegasi (Doctrine of delegation). Menurut ajaran atau doktrin ini korporasi dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana karena adanya pendelegasian (pelimpahan) wewenang dari seseorang kepada orang lain untuk melaksanakan kewenangan yang dimilikinya (Erdianti, 2019). Jika direksi korporasi memberikan pendelegasian (pelimpahan) kepada orang lain, dan dia bertindak untuk dan atas nama korporasi, maka apabila penerima delegasi melakukan suatu tindak pidana maka korporasi sebagai pemberi delegasi wajib bertanggungjawab atas tindakan penerima delegasi. 
e. Ajaran agregasi (Doctrine aggregation).
Ajaran terakhir dalam membebankan pertanggungjawaban pidana korporasi adalah ajaran agregasi (Doctrine of agregation). Ajaran ini dapat menjadi agregasi atau kombinasi perbuatan tindak pidana (actus reus) dan kesalahan (mens rea) sejumlah orang untuk diatributkan kepada korporasi. Seorang yang memberi perintah sudah pasti memliki kalbu bersalah (mens rea) dari tindak pidana (actus reus) yang diperintahkan olehnya untuk dilakukan oleh yang menerima perintah (Syauqi, 2019). Karenanya unsur mens rea ada pada pemberi perintah. Tentunya yang memberi mandat tidak harus terdiri dari satu orang tetapi dapat pula beberapa orang. Pemberi perintah yang terdiri dari beberapa orang tersebut dapat memberi perintah secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama, dan dapat memberi perintah pada waktu yang bersamaan atau berlainan (Satria, 2016). 
Terhadap beberapa doktrin pertanggungjawaban pidana diatas, Indonesia sebagai negara hukum telah mengadopsi dua sistem pertanggungjawaban pidana korporasi, yaitu pertanggungjawaban mutlak (strict liability) dan pertanggungjawaban pengganti (vicarius liability). Dasar hukum pertanggungjawaban mutlak dapat dilihat Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, konsep pertanggungjawaban mutlak tercermin dalam Pasal 22 angka 33 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 88 UU PPLH.
Sedangkan Doktrin Vicarious liability  dalam sistem hukum Indonesia lebih dikenal sebagai pertanggungjawaban pengganti atau dikenal juga dengan pertanggungjawaban korporasi.  Dalam perjalanan Konsep KUHP, vicarious liability  merupakan pengecualian dari asas  tiada pidana tanda kesalahan.  Doktrin ini telah diakomodir dan dirumuskan di dalam Pasal 38 ayat (2) Konsep KUHP 2008 dan Undang-undang lainya.
3. [bookmark: _Toc180886351]Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022
Kekerasan seksual yang merupakan bukan hanya kejahatan biasa perlu dikenali supaya menemukan solusi yang tepat untuk memberikan penanganan dan membangun tindakan-tindak preventif. Jenis-jenis kekerasan seksual muncul dalam konteks situasi dimana dengan jelas ia dapat dikenali sebagai bentuk perbuatan jahat (kejahatan). Upaya-upaya preventif tersebut tentunya berdasarkan atas Undang-undang Dasar 1945. Pendasaran tersebut juga tetap bersifat adaptif mengikut perubahan zaman oleh karena disetiap era perubahan memiliki tantangan sendiri yang selalu berkembang pula. Sehingga solusi dan upaya undang-undang ini mampu melindungi hak asasi setiap warga negara. Upaya dan solusi yang dimaksud adalah upaya penegakan yang bukan hanya bergerak terhadap peristiwa yang terjadi secara langsung. Akan tetapi, juga peristiwa yang berbasis digital. 
Sebelum membahas lebih jauh mengenai jenis-jenis delik yang ada dalam peraturan perundang-undangan tindak kekerasan seksual. Delik kekerasan seksual merupakan perintah maupun larangan dalam suatu undang-undang kepada subjek hukum yang jika dilanggar diancam dengan dijatuhi sanksi pidana, seperti pemenjaraan dan denda, dengan maksud melindungi korban dari pelaku kejahatan kekerasan seksual secara menyeluruh. Pengertian delik kekerasan seksual ini tidak hanya di atur dalam Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual saja. Akan tetapi, juga dirumuskan dalam undang-undang yang lain. Sepanjang ada regulasi dan rumusan yang jelas tentang tindak pidana kekerasan seksual. Oleh karena itu, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga mengatur cakupan yang berkaitan dengan kekerasan seksual berbasis digital dan jenis kekerasan seksual lainnya. Seperti yang tertuang dalam pasal 4 sampai dengan pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang terdiri dari: 
Pasal 4 dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual berbunyi sebagai berikut: 
1. Tindak pidana kekerasan seksual terdiri atas: 
a. Pelecehan seksual non fisik 
b. Pelecehan seksual fisik 
c. Pemaksaan kontrasepsi 
d. Pemaksaan strerilisasi 
e. Pemaksaan perkawinan
f. Penyiksaan seksual 
g. Eksploitasi seksual
 h. Perbudakan seksual 
i. Kekerasan seksual berbasis elektronik.” 
2. “Selain Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga meliputi: 
a. perkosaan
b. perbuatan cabul;
c. persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/ atau eksploitasi seksual terhadap Anak; 
d. perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban; 
e. pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual; 
f. pemaksaan pelacuran; 
g. tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual; 
h. kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga; 
i. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan 
j. tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.” 
Kemudian terhadap sanksi pidana dapat dilihat dalam ketentuan pasal 5 sampai dengan pasal 14 yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
4. [bookmark: _Toc180886352]Dasar Hukum pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana kekerasan seksual di lingkungan kerja
Sudah dijelaskan dimuka, bahwa korporasi sebagai subjek hukum merupakan kajian yang cukup baru dalam hukum pidana. Namun Indonesia sebagai negara hukum telah melakukan langkah yang cukup progresif untuk mengatur korporasi sebagai subjek hukum yang dapat melakukan tindak pidana dan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana. Pengaturan ini tentu didasarkan pada fakta sosiologis bahwa kejahatan yang terjadi dewasa ini tidak hanya dilakukan oleh manusia secara pribadi (naturlijk persoon) tetapi juga dapat dilakukan oleh korporasi atau badan hukum (recht persoon). 
Ketentuan yuridis yang menjadikan korporasi sebagai subjek hukum sudah tercermin dalam banyak peraturan perundang-undangan di Indonesia baik yang bersifat umum (lex generalis) seperti Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan yang bersifat khusus (lex specialis) seperti Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual maupun ketentuan pidana lainnya yang mengatur korporasi atau badan usaha sebagai subjek hukum.
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah mengatur korporasi sebagai subjek hukum yang dapat melakukan tindak pidana. Hal ini tertuang dalam pasal 18 yang berbunyi sebagai berikut :
1) Korporasi yang melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini, dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). 
2) Dalam hal Tindak Pidana Kekerasan Seksual dilakukan oleh Korporasi, pidana dapat dijatuhkan kepada pengurus, pemberi perintah, pemegang kendali, pemilik manfaat Korporasi, dan/ atau Korporasi. 
Ketentuan pasal 18 dalam undang-undang ini menandakan bahwa korporasi yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual dapat dikenai pertanggungjawaban pidana. Kemudian secara teknis penjatuhan sanksi pidana dapat dijatuhkan kepada beberapa elemen dalam korporasi hal ini meliputi pengurus, pemberi perintah, pemegang kendali, pemilik manfaat korporasi, dan/atau korporasi itu sendiri. Sehingga menurut hemat penulis pembuat undang-undang meyakini bahwa korporasi dapat melakukan tindak pidana kekerasan seksual dan dapat dijatuhi sanksi pidana. Namun, undang-undang tindak pidana kekerasan seksual ini tidak menjelaskan dalam rumusan pasalnya mengenai kriteria dan alasan situasional dalam tindakan suatu korporasi yang dianggap melakukan tindak pidana. Begitu juga dengan syarat-syarat untuk memberikan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi itu sendiri. 
Doktrin hukum pidana telah mengatur tentang alasan seseorang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana, yaitu harus memenuhi dua unsur diantaranya melakukan tindak pidana (actus reus) dan terdapat kesalahan atau culpabilitas atau niat jahat (mens rea). Kemudian unsur kesalahan ini dirumuskan secara konseptual pada dua bagian yaitu, sengaja (dolus) dan lalai (culpa). Sehingga untuk dapat membebani pertanggungjawaban pidana korporasi penting untuk mengetahui kriteria kesalahan korporasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak memberikan kriteria yang cukup jelas, maka perlu untuk melihat kriteria kesalahan korporasi dalam perundang-undangan lainnya. Dalam hal ini, peneliti mengkaji 2 peraturan perundang-undangan untuk mengukur kriteria kesalahan korporasi dalam melakukan tindak pidana, diantaranya adalah  Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER- 028/A/JA/10/2014 Tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana Dengan Subjek Hukum Korporasi dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi yang dapat diuraikan sebagai berikut :
Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER- 028/A/JA/10/2014 Tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana Dengan Subjek Hukum Korporasi
Bab II Kriteria Perbuatan Dalam Penanganan Perkara Pidana Dengan Subjek Hukum Korporasi 
A. Perbuatan korporasi yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana 
1. Kriteria perbuatan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana terhadap Korporasi adalah sebagaimana diatur dalam undang-undang yang berlaku. 
2. Kriteria sebagaimana dimaksud angka (1) apabila memenuhi kualifikasi sebagai berikut: 
a. Segala bentuk perbuatan yang didasarkan pada keputusan Pengurus Korporasi yang melakukan maupun turut serta melakukan;
b. Segala bentuk perbuatan baik berbuat atau tidak berbuat yang dilakukan oleh seseorang untuk kepentingan korporasi baik karena pekerjaannya dan/ atau hubungan lain; 
c. Segala bentuk perbuatan yang menggunakan sumber daya manusia, dana dan/ atau segala bentuk dukungan atau fasilitas lainnya dari korporasi; 
d. Segala bentuk perbuatan yang dilakukan oleh pihak ketiga atas permintaan atau perintah korporasi dan / atau pengurus korporasi; 
e. Segala bentuk perbuatan da1am rangka melaksanakan kegiatan usaha sehari-hari korporasi; 
f. Segala bentuk perbuatan yang menguntungkan korporasi; 
g. Segala bentuk tindakan yang diterima/biasanya diterima (accepted) oleh korporasi tersebut; 
h. Korporasi yang secara nyata menampung hasil tindak pidana dengan subjek hukum korporasi, dan/ atau 
i. Segala bentuk perbuatan lain yang dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada korporasi menurut undang-undang.
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi
Pasal 4 
(1) Korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan pidana Korporasi dalam undang-undang yang mengatur tentang Korporasi. 
(2) Dalam menjatuhkan pidana terhadap Korporasi, Hakim dapat menilai kesalahan Korporasi sebagaimana ayat (1) antara lain: 
a. Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan Korporasi; 
b. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau 
c. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.
Kedua aturan diatas, dapat menjadi dasar untuk mengukur kesalahan korporasi. Sehingga aparat penegak hukum semestinya dapat menggunakan dua aturan ini sebagai dasar untuk memberikan pertanggungjawaban pidana bagi korporasi. Dalam konteks tindak pidana kekerasan seksual, penulis membatasi ruang lingkup kejahatannya terhadap kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kerja. Hal ini didasarkan pada ketentuan pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi yang berbunyi sebagai berikut :
“Tindak pidana oleh Korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi di dalam maupun di luar Lingkungan Korporasi.”
Ketentuan pasal ini menyiratkan bahwa terhadap tindak pidana korporasi harus terdapat relasi yang kuat antara pengurus dan korporasi itu sendiri. Sebagaimana doktrin Vicarius liability yang mensyaratkan harus ada hubungan hukum yang kuat antara korporasi dan pengurus. Hal inilah yang menjadi dasar bahwa tindakan tertentu pengurus dapat dianggap menjadi tindakan korporasi juga. Karena itulah, ketika pengurus melakukan tindak pidana kekerasan seksual, harus dapat dipastikan bahwa pengurus tersebut mempunyai korelasi yang kuat dengan korporasi. Sehingga tindakan yang sifatnya personal dan diluar lingkup kewenangan pengurus korporasi, maka korporasi tidak bisa dibebankan pertanggungjawaban pidana.
Seperti yang sudah dijelaskan dimuka, bahwa tidak ada kriteria spesifik mengenai kesalahan korporasi dalam Undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Sehingga peneliti menilai kesalahan korporasi didasarkan ketentuan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER- 028/A/JA/10/2014 Tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana Dengan Subjek Hukum Korporasi dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Yang secara umum dapat diuaraikan sebagai berikut :
1. Terdapat perbuatan baik berbuat atau tidak berbuat yang dilakukan oleh seseorang untuk kepentingan korporasi baik karena pekerjaannya dan/ atau hubungan lain; 
2. Terdapat perbuatan yang dilakukan oleh pihak ketiga atas permintaan atau perintah korporasi dan / atau pengurus korporasi;
3. Tindakan yang dilakukan pengurus korporasi diterima/biasanya diterima (accepted) oleh korporasi tersebut; 
4. Korporasi memperoleh keuntungan dari tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus korporasi;
5. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana;
6. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.
Berdasarkan kriteria kesalahan yang peneliti rangkum dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka terhadap tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh pengurus korporasi dapat diberikan pertanggungjawaban pidana sepanjang memenuhi kriteria diatas. Untuk mempermudah penerapan kriteria kesalahan korporasi ini, peneliti mengutip temuan penelitian dari Farah Jihan yang berjudul “ Peluang Pertanggungjawaban Pidana Oleh Korporasi Terhadap Kasus Pelecehan Seksual Pada Perempuan Pekerja Di Sektor Industri Garmen Di Indonesia” terdapat fakta bahwa :
“Kasus pelecehan seksual terjadi di tempat kerja dan menimpa pekerja perempuan di pabrik-pabrik yang berada di KBN Cakung yaitu di PT Tun Yun Garment Indonesia, PT Harapan Clothing Aparrel, PT BTS Indonesia, dan PT XXX. Kasus tersebut pada umumnya tidak terungkap karena tidak dilaporkan. Faktor yang menyebabkan kasus pelecehan seksual di tempat kerja tidak terungkap yaitu adanya relasi kuasa, kurangnya kesadaran dari masyarakat, rasa malu, dan adanya budaya reviktimisasi. Kebijakan terkait pelecehan seksual di tempat kerja sudah dilaksanakan oleh perusahaan, namun tidak ada peraturan tertulisnya” (SP, 2020).
Contoh kasus dalam penelitian diatas menjadi bukti bahwa tindak pidana kekerasan seksual telah nyata terjadi di lingkungan korporasi. Sehingga sepanjang korporasi terbukti memperoleh manfaat maupun keuntungan dari tindak pidana yang dilakukan, korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana,  korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah tindak pidana yang lebih besar, atau korporasi tidak memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana. Maka semestinya korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana sesuai ketentuan pasal 18 Undang-undang tindak pidana kekerasan seksual dengan sanksi pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), atau Selain pidana denda, hakim juga menetapkan besarnya Restitusi pelaku Korporasi. Selain itu, Korporasi dapat juga dijatuhi pidana tambahan berupa :
a) Perampasan keuntungan dan/ atau harta kekayaan yang diperoleh dari Tindak Pidana Kekerasan Seksual; 
b) pencabutan izin tertentu; 
c) pengumuman putusan pengadilan; 
d) pelarangan permanen melakukan perbuatan tertentu; 
e) pembekuan seluruh atau sebagian kegiatan Korporasi; 
f) penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha Korporasi; dan/ atau 
g) pembubaran Korporasi.
[bookmark: _Toc180886353]B. Implementasi sistem sanksi dua jalur (double track system) bagi korporasi dalam tindak pidana kekerasan seksual Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022
[bookmark: _Toc180886355] 1. Pemidanaan Model Single track system dan Double track system
		Seperti yang sudah dijelaskan diatas, bahwa Pemidanaan merupakan bentuk reaksi terhadap terjadinya tindak pidana, karena itu penerapannya adalah bagian dari proses penegakan hukum.  Namun pada perkembangan hukum dewasa ini diskursus tentang penerapan sanksi terus berkembang. Misalnya teori absolut (teori retributif) yang memandang bahwa sanksi atau pemidanaan adalah pembalasan atas kesalahan yang dilakukan. Orientasi dari teori retributif ini adalah bahwa pelaku kejahatan harus diberikan pembalasan atas tindakan yang dilakukan. Tetapi perkembangan hukum pidana dewasa ini telah pula berorientasi pada perbuatan dan si pelaku itu sendiri, sehingga sanksi pidana yang dijatuhkan atas suatu kesalahan, tidak saja bersifat menderitakan, tetapi bagaimana membuat si pelaku itu menyadari dan menginsyafi perbuatannya (Muhammad & Harefa, 2023). Perlu adanya tindakan yang dapat dilakukan terhadap terpidana setelah pidana itu dijatuhkan atas kesalahannya. 
	Dari uraian diatas jelaslah bahwa tujuan pemidanaan lahir dari teori pemidanaan yang berkembang. Teori pemidanaan kemudian disempurnakan dengan melahirkan konsep dan model pemidanaan. Secara umum sistem sanksi atau pemidanaan terbagi menjadi dua model, yaitu model satu jalur atau sistem sanksi tunggal (Single Track System) dan model dua jalur (Double Track System). 
Sudah dijelaskan dimuka bahwa konsep pemidanaan mulanya berawal dari aliran klasik. Aliran klasik pada prinsipnya hanya menganut model satu jalur (single Track System), yaitu sistem sanksi tunggal berupa sanksi pidana. Pemikiran ini berkembang pada abad 18 yang berpaham indetermnisme mengenai kehendak bebas manusia yang menekankan kepada tindakan pelaku kejahatan, sehingga dikehendakilah hukum pidana perbuatan (daad-strafrech). Karena itulah sistem pemidanaan aliran klasik ini sangat menekankan pemidanaan terhadap perbuatan, bukan pada pelaku kejahatan. Sistem pemidanaan ditetapkan secara pasti (the definite sentence) (Rohman, 2023). Artinya, penetapan sanksi dalam aturan hukum tidak dipakai sistem peringanan atau pemberatan yang berhubungan dengan faktor usia, keadaan jiwa si pelaku, kejahatan-kejahatan yang dilakukannya terdahulu maupun keadaan-keadaan khusus dari perbuatan atau kejahatan yang dilakukan. Jelaslah dalam sistem sanksi pidana tunggal (Single Track System), lebih menekankan unsur pembalasan yang dengan sengaja diberikan kepada pelaku kejahatan untuk memberikan efek jera.
Secara sederhana Double Track System merupakan sistem dua jalur tentang sanksi dalam hukum pidana, yakni menggunakan jenis sanksi pidana dan jenis sanksi. Walaupun pada prakteknya, perbedaan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan sering agak samar namun pada tingkat ide dasar keduanya memiliki perbedaan mendasar. Pada sanksi pidana ide dasar nya adalah “mengapa diadakan pemidanaan” sedangkan pada sanksi tindakan bertumpu pada ide dasar “untuk apa diadakan diadakan pemidaan itu” (Santosa et al., 2023). Dari hal ini dapat kita pahami bahwa pada sanksi tindakan lebih bersifat mencegah terhadap pelaku tindak pidana, sedangkan sanksi pidana pada dasarnya bersifat penghukuman langsung terhadap suatu perbuatan pidana.
Fokus dari sanksi pidana diperuntukan bagi perbuatan kesalahan yang dilakukan pelaku kejahatan untuk menjadi efek jera. Sedangkan fokus dari sanksi tindakan lebih kepada memberikan pertolongan pada pelaku untuk berubah. Maka dari itu jelaslah bahwa sanksi pidana memang penderitaan yang dengan sengaja diberikan kepada pelaku untuk penjeraan. Sedangkan sanksi tindakan adalah untuk melindungi masyarakat dan pembinaan pada pelaku agar dapat berubah. Dari penjelasan ini sangatlah jelas bahwa sanksi tindakan tidak menjadi anti tesis dari sanksi pidana melainkan memiliki kedudukan yang setara karena keduanya bertolak pada ide dasar yang berbeda.
2. [bookmark: _Toc180886356]Penerapan Pemidanaan Model Double track system bagi korporasi dalam tindak pidana kekerasan seksual
Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa korporasi dalam hukum pidana merupakan subjek hukum, karenanya korporasi bisa dibebankan pertanggungjawaban pidana. Karena korporasi adalah suatu “fiksi hukum” maka penerapan sanksinya juga berbeda dengan perorangan. Jika kita lihat dalam peraturan perundang-undangan, sanksi pidana pokok yang bisa diterapkan pada korporasi pidana denda. Sedangkan sanksi pidana yang ditujukan untuk peroarangan diterapkan pada orang yang melakukan tindak pidana tersebut untuk dan atas nama korporasi. Seperti pidana mati, seumur hidup, penjara dan sanksi pidana lain yang diatur dalam undang-undang lain yang bersifat khusus (lex specialis). Melalui diterapkannya pemidanaan model double track system hakim tidak hanya menerapkan sanksi pidana pokok tapi juga tindakan. Dalam kejahatan korporasi (corporate crime), Sutan Remy Sjahdeini memberikan beberapa jenis sanksi tindakan berupa (Reza Saputra, 2024) : 
a. Pengumuman Putusan Hakim  
b. Likuidasi Korporasi akibat Pembubaran korporasi
c. Pencabutan izin usaha diikuti dengan likuidasi Korporasi
d. Pembekuan Izin Usaha 
e. Perampasan Aset Korporasi oleh Negara
f. Pengambilalihan Korporasi oleh Negara 
g. [bookmark: _GoBack]Penyitaan Korporasi
Seluruh jenis sanksi pidana dan tindakan ini tentunya di sesuaikan dengan kondisi dan tingkat kejahatan korporasi serta pertimbangan hakim. Konsep sistem sanksi dua jalur (double track system) sudah diakomodir dalam Perma No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, hal itu tertuang pada pasal 25 yang menyatakan :  
1) “Hakim menjatuhkan pidana terhadap Korporasi berupa pidana pokok dan/atau pidana tambahan. 
2) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap Korporasi sebagaimana ayat (1) adalah pidana denda. 
3) Pidana tambahan dijatuhkan terhadap Korporasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.
Pengaturan sanksi tindakan tidak dijabarkan secara konkret dalam Perma Nomor 13 Tahun 2016 ini, mengingat sifat dari sanksi tindakan bersifat dinamis, maka penetapan sanksi tindakan dikorelasikan dengan tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang. Dalam konteks tindak pidana kekerasan seksual, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah mengadopsi pemidanaan model double track systen yang diatur dalam Pasal 18 ayat (3) yang berbunyi “Selain pidana denda, hakim juga menetapkan besarnya Restitusi pelaku Korporasi.” 
Selain itu juga terdapat dalam pasal 18 ayat (4) yang menyatakan Terhadap Korporasi dapat juga dijatuhi pidana tambahan berupa: 
a. perampasan keuntungan dan/ atau harta kekayaan yang diperoleh dari Tindak Pidana Kekerasan Seksual; 
b. pencabutan izin tertentu; 
c. pengumuman putusan pengadilan; 
d. pelarangan permanen melakukan perbuatan tertentu; 
e. pembekuan seluruh atau sebagian kegiatan Korporasi; 
f. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha Korporasi; dan/ atau 
g. pembubaran Korporasi.
Ketentuan ini menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan sanksi pidana denda dan pidana tambahan secara sekaligus, sehingga jika suatu korporasi telah terbukti melakukan tindak pidana kekerasan seksual  sesuai dengan yang diatur dalam Undang-undang   Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ataupun peraturan perundang-undangan lainnya, maka sanksi pidana dan sanksi tambahan ini dapat membuat efek jera bagi korporasi dan korporasi tidak melakukan kembali kejahatan tersebut.
Kesimpulan
	Korporasi merupakan subjek hukum dan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana sepanjang memenuhi kriteria kesalahan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022, Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER- 028/A/JA/10/2014 Tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana Dengan Subjek Hukum Korporasi dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi yang diantaranya adalah korporasi terbukti memperoleh manfaat maupun keuntungan dari tindak pidana yang dilakukan, korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana,  korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah tindak pidana yang lebih besar, atau korporasi tidak memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana. Maka semestinya korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana sesuai ketentuan pasal 18 Undang-undang tindak pidana kekerasan seksual.


Selain itu Pemidanaan model double track system telah diadopsi oleh Peraturan perundang-undangan di Indonesia, seperti hallnya Perma Nomor 13 Tahun 2016. Namun Pengaturan sanksi tindakan tidak dijabarkan secara konkret dalam Perma Nomor 13 Tahun 2016 ini, mengingat sifat dari sanksi tindakan bersifat dinamis, maka penetapan sanksi tindakan dikorelasikan dengan tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang. Dalam konteks tindak pidana kekerasan seksual, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah mengadopsi pemidanaan model double track systen yang diatur dalam Pasal 18 ayat (3). Ketentuan ini menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan sanksi pidana denda dan pidana tambahan secara sekaligus, sehingga jika suatu korporasi telah terbukti melakukan tindak pidana kekerasan seksual  sesuai dengan yang diatur dalam Undang-undang   Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ataupun peraturan perundang-undangan  lainnya, maka sanksi pidana dan sanksi tambahan ini dapat membuat efek jera bagi korporasi dan korporasi tidak melakukan kembali kejahatan tersebu
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